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Lembar Evaluasi Perubahan  APB Nagari  

Kabupaten : Pesisir Selatan  

Kecamatan : Pancung Soal 
Nagari        : Tluk Amplu Inderapura 
 
 

 
No. 

 

 
Aspek/ Komponen Periksa 

 
Kesesuaian 

 

 
Alat Verifikasi 

 

 
Keterangan 

 

Ya 

 

Tidak 

1 Aspek Administrasi dan Legalitas     

1.1 Apakah semua dokumen evaluasi telah 
diterima dari Nagari secara lengkap 

√  Dokumen Rancangan Perubahan 
APB Nagari tahun anggaran 2025 

Berdasarkan Aturan, 
Surat Wali Nagari 

Perihal Permohonan 

Evaluasi Rancanagan 

Perubahan APB tahun 
anggaran 2025 

1.2 Apakah pengajuan Rancangan Pernag 

tentang Perubahan APB Nagari atau 

Rancangan Pernag tentang Perubahan  APB 

Nagari dilakukan tepat waktu 

√  Keputusan hasil Musyawarah 

BAMUS Pembahasan dan 

Penyepakatan Pernag tentang 

Rancangan Perubahan APB 

Nagari (lihat tanggal keputusan) 

Berdasarkan aturan, 3 

hari setelah disepakati 

bersama. Pernag 

Tentang Perubahan 

APB Nagari harus 
diajukan kepada 

Camat untuk 

dievaluasi 1.3 Apakah BAMUS telah menyepakati 

Rancangan Pernag tentang APB Nagari/ 
Rancangan Pernag tentang Perubahan  APB 

Nagari 

√  Keputusan hasil Musyawarah 

BAMUS Pembahasan dan 
Penyepakatan Pernag tentang 

Rancangan Perubahan APB 

Nagari 

Berdasarkan 

Permendagri mengenai 
BAMUS 



Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas ; 

1. Wali Nagari telah menyerahkan secara lengkap Surat Permohonan untuk Evaluasi, Dokumen Perubahan APB Nagari Tahun 

Anggaran 2025. 

2. Wali Nagari telah menyesuaikan legalitas Perubahan APB Nagari sesuai Peraturan Perundang-undangan berlaku. 

3. Wali Nagari telah menyesuaikan dengan Pos Belanja sesuai Permendagri 20 tahun 2018 seperti yang telah disarankan oleh Tim 

Evaluasi 

 

 

2 Aspek Kebijakan dan Struktur Perubahan APB Nagari Tahun 2025 

2.1 

 

 

 

 
 

 

Umum   

 

 

 

 
 

 

  

2.1.1 Apakah Rancangan Pernag tentang 
Perubahan APB Nagari disusun 

berdasarkan RKPNagari tahun berkenaan 

√  RKP Nagari tahun 2025 Perubahan APB 

Nagari disusun 
berdasarkan RKP 

Nagari. 

2.1.2 Apakah penempatan pos Pendapatan telah 
sesuai dengan peraturan Perundang- 

undangan 

 

 

 

√  Permendagri Nomor 20 tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa 

Penempatan Pos 
Pendapatan telah 
sesuai aturan 

2.2 Pendapatan     

2.2.1 Apakah estimasi pendapatan rasional dan 

realistis 

√  1. Perbup Nomor : 6 Tahun 2024 tentang 

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali 

Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan 

Kedudukan Badan Permusyawaratan 

Nagari. 

2. Perbup Nomor : 1 Tahun 2025 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 

Anggaran 2025. 

3. Perbup Nomor : 2 Tahun 2025 tentang 

Standar Harga Pemerintah Nagari. 

4. Perbup Nomor : 3 Tahun 2025 tentang 

Pengalokasian dan Pembagian Alokasi 

Dana Nagari Tahun 2025. 

 

Estimasi 

Pendapatan 

Rasional dan 

Realistis sesuai 
aturan mengenai 

Pendapatan 

Transfer 



2.2.2 Apakah estimasi pendapatan Nagari yang 

bersumber dari Pendapatan Asli Nagari 
rasional dan realistis, serta didapatkan 

secara legal dan telah diatur dalam 

Peraturan Nagari 

√  Pernag tentang Pendapatan Asli Nagari 

(PAN) 

Belum adanya 

Peraturan Nagari 

tentang 
Pendapatan Asli 

Nagari. 

2.2.3 Apakah estimasi pendapatan Nagari yang 
bersumber dari Dana Transfer rasional dan 

realistis 

√  5. Perbup Nomor : 6 Tahun 2024 tentang 

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali 

Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan 

Kedudukan Badan Permusyawaratan 

Nagari. 

6. Perbup Nomor : 1 Tahun 2025 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 

Anggaran 2025. 

7. Perbup Nomor : 2 Tahun 2025 tentang 

Standar Harga Pemerintah Nagari. 

8. Perbup Nomor : 3 Tahun 2025 tentang 

Pengalokasian dan Pembagian Alokasi 

Dana Nagari Tahun 2025. 

 

Telah sesuai 

dengan  Pagu 
Anggaran ADD 

tahun 2025, 

Estimasi Pagu 

Anggaran DD 

tahun 2025 dan 
Pagu Anggaran 

PBH tahun 2023. 

2.3 Belanja     

2.3.1 Apakah penempatan pos Belanja telah 

sesuai dengan peraturan Perundang- 
undangan 

√  Permendagri Nomor 20 tahun 2018 

tentang Pengelolaan keuangan Desa dan 
Permendesa PDTT  Nomor 2 tahun 2024 

tentang Petunjuk Operasional Atas 

Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 

2025. 

Belanja telah 

sesuaikan 

kebutuhan, dan 
RKP Nagari. 



2.3.2 Semua kegiatan Belanja Nagari telah sesuai 

dengan Kewenangan Nagari 

√  Perbup tentang Daftar Inventaris 

Kewenangan Nagari dan Pernag tentang 
Kewenangan Nagari. 

 

 

 

Telah sesuai 

dengan Perbup 

dan Pernag 
tentang  

Kewenangan 

Nagari. 

2.3.3 Apakah ada program/kegiatan yang 

dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun 

anggaran (multiyears) 

 √ Aplikasi Siskeudes Versi 2.0.r2.0.2 Tidak ada kegiatan 

multiyear dalam 
aplikasi siskeudes 
Nagari tahun 
anggaran 2025 

2.3.4 Apakah belanja Nagari yang ditetapkan 
dalam Perubahan APB Nagari paling banyak 

30% dipergunakan untuk: 

1. siltap dan tunjangan Wali Nagari; 

2. siltap dan tunjangan Perangkat Nagari; 

3. tunjangan BAMUS; dan  
4. operasional BAMUS. 

√  PP Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ke 2 
PP 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 

Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 100 ayat 

1 point b. 

 
 

Dalam Penganggaran 

Belanja Perubahan 

APB Nagari 2025 
Tidak melebihi 30% 
Siltap dan tunjangan 
Wali Nagari dan 
perangkat Nagari 

Tunjangan dan 
Operasional BAMUS 
Nagari 

2.3.5 Apakah belanja Nagari yang pendanaanya 

bersumber dari Dana Desa yang ditetapkan 

dalam Perubahan APB Nagari minimal 65% 

untuk belanja wajib dan maksimal 35% 
untuk belanja pilihan sudah dilaksanakan 

√  Perbup Nomor : 1 Tahun 2025 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 

Anggaran 2025. 
 

Telah sesuai 
dengan Perbup 

Nomor : 1 Tahun  
2025 tentang 
Pedoman 
Penyusunan 

Anggaran 
Pendapatan dan 
Belanja Nagari 
Tahun Anggaran 
2025. 



2.3.6 Siltap, tunjangan dan operasional untuk 

Wali Nagari dan Perangkat Nagari sesuai 
yang ditetapkan dalam peraturan Bupati 

Pesisir Selatan 

√  Perbup Nomor : 6 Tahun 2024 tentang 

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali 
Nagari, Perangkat Nagari serta 

Tunjangan Kedudukan Badan 

Permusyawaratan Nagari. 

Dalam 
Pengangaran 

Belanja Perubahan 

APB Nagari 2025 
Siltap, tunjangan 
dan operasional 

untuk wali Nagari 
dan perangkat 
Nagari sesuai yang 
ditetapkan dalam 

peraturan Bupati 

2.3.7 Besaran Tunjangan dan Operasional untuk 

Anggota BAMUS, dianggarkan sesuai yang 

ditetapkan dalam peraturan Bupati. 

√  Perbup Nomor : 6 Tahun 2024 tentang 

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali 

Nagari, Perangkat Nagari serta 

Tunjangan Kedudukan Badan 

Permusyawaratan Nagari. 

Dalam Pengangaran 

Belanja Perubahan 
APB Nagari 2025 

Besaran, Tunjangan 
dan Operasioanl 
untuk anggota 
BAMUS Nagari, 
dianggarkan sesuai 

yang ditetapkan 
dalam peraturan 
Bupati 

2.3.8 Alokasi belanja dengan output yang akan 

dihasilkan logis karena telah 

memperhitungkan tingkat kemahalan dan 

geografis (Standar Harga) 

√  Perbup Nomor : 2 Tahun 2025 tentang 

Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun 

Anggaran 2025. 

Belanja dan output 
logis sesuai 

kebutuhan dan 
harga tidak 
melebihi standar 
yang tertera dalam 

standar harga 
Kabupaten 
 
 
 

 
 2.4 Pembiayaan     



2.4.1 Apakah penempatan pos Pembiayaan telah 

sesuai dengan peraturan Perundang- 
undangan 

√  Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa 

Pembiayaan pada 

Perubahan APB 

Nagari 2025 Telah 
sesuai penempatan 
posnya menurut 
aturan 

2.4.2 Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan 

untuk pembentukan Dana Cadangan 

 √ Peraturan tentang Dana Cadangan 

Nagari 

Tidak ada anggaran 
untuk Dana 

Cadangan 

2.4.3 Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah 
ditetapkan dengan Peraturan Nagari 

 √ Peraturan tentang Dana Cadangan 
Nagari 

Tidak ada anggaran 
untuk Dana 
Cadangan 

2.4.4 Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan 

untuk penyertaan modal pada BUMNag 

√  1. Perbup Nomor : 2 Tahun 2025 tentang 

Standar Harga Pemerintah Nagari 
Tahun Anggaran 2025. 

2. Perbup Nomor : 1 Tahun 2025 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 
Anggaran 2025. 

 

Sesuai Peraturan 
Bupati Nomor :            

2 Tahun 2025 

tentang Standar 

Harga Pemerintah 

Nagari Tahun 
Anggaran 2025. 

2.4.5 Apakah penyertaan modal pada BUMNag, 

telah sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan dan ditetapkan melalaui 
Peraturan Nagari dan memenuhi nilai 

kelayakan usaha 

√  1. Perbup Nomor : 2 Tahun 2025 tentang 

Standar Harga Pemerintah Nagari 

Tahun Anggaran 2025. 
2. Perbup Nomor : 1 Tahun 2025 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 

Anggaran 2025. 

 

Sesuai Peraturan 
Bupati Nomor :            

2 Tahun 2025 
tentang Standar 

Harga Pemerintah 

Nagari Tahun 

Anggaran 2025. 

2.4.6 Pada evaluasi Perubahan APB Nagari, pada 

pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA 
tahun anggaran sebelumnya 

√  Rancangan Perubahan APB Nagari Tahun 

Anggaran 2025. 

SILPA Dimasukkan 
Kedalam Penerimaan 
Pembiayaan  



2.4.7 Pada evaluasi Perubahan APB Nagari, 

apakah SiLPA tahun sebelumnya telah 
digunakan seluruhnya. 

√  Rancangan Perubahan APB Nagari Tahun 

Anggaran 2025. 

SILPA selalu 
dianggarkan untuk 
belanja tahun 
berikutnya 

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas: 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas: 

 
URAIAN ANGGARAN (Rp) BERTAMBAH/ 

(BERKURANG) 

KETERANGAN 

SEMULA MENJADI 

PENDAPATAN 

1. Pendapatan Transfer 

2. Pendapatan Lain-lain 
 

 

1.517.577.231,00 

0,00 

 

1.517.577.231,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 
 

 

JUMLAH PENDAPATAN 1.517.577.231,00 1.517.577.231,00 0,00  

BELANJA 

1. Belanja Pegawai  

2. Belanja Barang dan Jasa 

3. Belanja Modal 
4. Belanja Tidak Terduga 

 

 

377.577504.00 

695.850.678,76 

245.542.645,66 
73.490.000,00 

 

 

362.654.304,00 

690.923.878,76 

267.392.645,66 
71.490.000,00 

 

 

(14.923.200,00) 

(4.926.800,00) 

21.850.000,00 
(2.000.000,00) 

 

JUMLAH BELANJA 1.392.460.828,42 1.392.460.828,42 0,00  

SURPLUS / (DEFISIT) 125.116.402,58 125.116.402,58 0,00  

PEMBIAYAAN 

Penerimaan Pembiayaan 

   SILPA Tahun Sebelumnya 
Pengeluaran Pembiayaan  

   Penyertaan Modal Desa 

 

76.255.597,42 

75.255.597,42 
201.372.000,00 

201.372.000,00 

 

76.255.597,42 

75.255.597,42 
201.372.000,00 

201.372.000,00 

 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

 

 

PEMBIAYAAN NETTC (125.116.402,58) (125.116.402,58) 0,00  

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00 0,00 0,00 

 

 

 
1. Pemerintah Nagari telah mengkoreksi anggaran belanja sesuai kebutuhan yang tertuang dalam RKP dan peraturan perundangan-undangan. 
2. Pemerintah Nagari telah mengkoreksi jumlah belanja kegiatan pada Perubahan APB Nagari yang merupakan hasil akumulasi dari RAB rinci. 

3. Pemerintah Nagari telah menyusun biaya dan harga sesuai ketentuan perundangan-undangan. 
4. Pemerintah Nagari telah menempatkan kegiatan pada Pos sesuai ketentuan perundang-undangan. 
5. Penganggaran BLT DD Tahun 2025 sebanyak 10,26%   

6. Pemerintah Nagari telah menyesuaikan Pelaksana Kegiatan Anggaran Ketahanan Pangan dan Hewani sebanyak 20% berdasarkan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. 



7. Pemerintah Nagari  menganggarkan BPJS Kesehatan bagi PBPU sebanyak 2 Orang. 

8. Perubahan APB Nagari Tahun 2025 setelah dilakukannya Evaluasi akhir oleh Tim Evaluasi Perubahan APB Nagari Kecamatan, berada di luar tanggung 
jawab Tim Evaluasi  Perubahan APB Nagari Kecamatan Pancung Soal 

9. Pelaksanaan  belanja kegiatan fisik dan non fisik, dapat dibawah pagu anggaran dan maksimal sama dengan anggaran tergantung kepada realisasi. 

10. Setiap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur harus ada RAB dan DED yang telah diasistensi oleh PDTI. 
11. Wali Nagari bertanggung jawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan Perubahan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi. 

12. Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan 
kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari 

13. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam evaluasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya 

 
 

 

 
Evaluasi dilakukan tanggal : 13 Oktober 2025 

Hasil Evaluasi (Coret yang tidak sesuai) : 
 Untuk disetujui Camat 

 Untuk diperbaiki Nagari 

Tanda Tangan Ketua Tim Evaluasi 
Nama     : MUKHTAR IS, SE 

Jabatan : Camat Pancung Soal  

TTD       :  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



VISUALISASI DAN DOKUMENTASI 

ACARA VERIFIKASI DAN EVALUASI PERUBAHAN APB NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025 

DENGAN TIM EVALUASI KECAMATAN 
 
 
 
 
 
 

Foto – 1 
 
 

 
 

Pembahasan Dokumen Perubahan APB Nagari Tahun 
Anggaran 2025 antara Nagari Tluk Amplu Inderapura 

dengan  
Tim Evaluasi Tk. Kecamatan 

 
 
 
 
 
 

Foto – 2  
 

 

Pembahasan Dokumen Perubahan APB Nagari Tahun 
Anggaran 2025 antara Nagari Tluk Amplu Inderapura 

dengan  
Tim Evaluasi Tk. Kecamatan 

 


